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ABSTRAK

Dalam periode 2005 sampai sekarang ini, salalu g$aktor yang
mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia adalah kanaharga minyak. Kenaikan
harga minyak ini mempengaruhi banyak hal termaellrtan pada defisit anggaran
yang dampaknya kepada kemiskinan. Pembatasan s@&l membahas tentang
konversi penggunaan bahan bakar kendaraan bermatopremium ke pertamax,
yang sebagaimana diketahui pertamax adalah satahbahan bakar minyak yang
tidak di subsidi oleh pemerintah.

Hal ini terkait dengan Anggaran Pendapatan Belalggara (APBN) yang
telah menetapkan anggaran subsidi BBM dalam UU24dlahun 2011 pasal 7 ayat
4 yang menjelaskan tentang pengalokasian subsitd BBrus dilaksanakan secara
tepat sasaran yang dilakukan melalui pembatasasuktsi BBM jenis premium
untuk kendaraan roda empat terutama bagi masyangkag kurang mampu.
Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian temtkabijakan pemerintah yang
ditinjau dari hukum Islam. Penyusun ingin mengetdiagaimana tinjauan hukum
Islam terhadap pembatasan subsidi BBM jenis prendalam Undang-undang No.
22 Tahun 2011.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepkesta (ibrary research),
yaitu penelitian yang diperoleh dengan menelaaliusdata yang bersumber dari
buku, majalah, artikel, dan lain-lain. Penelitiam bersifatdeskriptif-analisisdengan
pendekatamormatif-yuridis Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini dengan
menggunakan analisis datdeduktif-induktif yaitu suatu analisis data yang
berdasarkan atas kaidah-kaidah hukum Islam dengdihahayat-ayat al-Qur'an dan
as-sunnah, dan dibandingkan dengan kebijakan petaleridalam menanggapi
subsidi BBM dengan menggunakan perspektif hukuamis|

Hasil penelitian ini memberi kesimpulan bahwa pemeh dalam
menetapkan kebijakan pembatasan subsidi BBM jeresnipm masih ambigu,
karena kebijakan tersebut masih bersifat semenBaiakan dalam pelaksanaannya
pun masih perlu diperbaiki lagi. Suatu peraturamgydibuat secara baik-baik, namun
dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal, sepentioh pengguna mobil
berplat merah yang saat ini sudah ditetapkan uidak menggunakan BBM subsidi.
Sedangkan dalam pandangan hukum Islam pembatabkaitlisBBM menimbulkan
ketidakadilan bagi masyarakat kalangan bawah kameasyarakat mampu pun juga
bisa menikmatinya.
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MOTTO
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" Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga
mereka merubah keadaan mereka sendiri "
(Q.S. Ar Rd'd: 11)

" Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan “

(Q.S. Al-Insyirah: 6 )
A 9 (e
" Barangsiapa bersungguh-sungguh, pasti ia akan berhasil “

"Jangan takut untuk bermimpi besar, sebab orang yang tak punya mimpi

berarti tak punya cita-cita dan masa depan *
(Penulis: Inspired by Wiwid Prasetyo)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergerakan ekonomi dunia dan naik turunnya harigggak mempunyai
dampak yang besar kepada perekonomian Indonesiaal@m periode 2005-
sekarang ini, salah satu faktor yang mempengaringrja ekonomi Indonesia
adalah kenaikan harga minyak. Kenaikan harga mimjakempengaruhi banyak
hal, termasuk tekanan pada defisit anggaran, dlekegaran, inflasi, kestabilan
ekonomi makro, dan juga dampaknya kepada kemiskirizari dampak yang
besar kepada perekonomian Indonesia tersebut, makgarakat akan semakin
kesulitan dalam menghadapi permasalahan yang nmanarmtahpun juga harus

menetapkan suatu kebijakan bagi rakyatnya.

Kebijakan yang diambil pemerintah ini tak lain dak bukan adalah
karena dilatarbelakangi oleh program konversi nkntanah ke gas yang telah
berjalan dengan baik. Kemudian rencana pembatagzsids BBM inilah tindak
lanjut dari program konversi tersebut yang kali adialah konversi penggunaan
bahan bakar kendaraan bermotor dari premium kerpax, yang sebagaimana
kita ketahui pertamax adalah salah satu Bahan Bdkayak (BBM) yang tidak

disubsidi oleh pemerintah, sehingga harga pertasaagat mahal yakni berkisar

! Anggito Abimanyu, dkk,Era Baru Kebijakan Fiskal (Pemikiran, konsep dan
implikasi)(Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), héf. 3



antara Rp 7.350 — Rp 7.400 per liter. Harga teitspka dibandingkan dengan
harga premium (bensin) memang terbilang cukup jgakni untuk sementara
pada tahun 2010-sekarang ini harga premium maskisbe antara Rp 4.500/liter

(Harga SPBU atau harga resmi) sampai dengan Rp/Bt@0(Harga Ecerard.

Kebijakan ekonomi dalam mempertahankan pembetibgidi di tengah
gejolak eksternal menyebabkan realisasi belanjaepatah pusat diatas target.
Penyerapan dan kenaikan belanja pemerintah pusat diatas target, terutama
didorong oleh pembayaran subsidi, khususnya suB8#i dan subsidi listrik.
Kenaikan subsidi BBM didorong oleblisparitas (perbedaari) yang semakin
tinggi antara harga BBM yang ditetapkan pemerintdengan harga
keekonomiannya serta realisasi konsumsi BBM beidulgang melebihi kuota,
yaitu dari 36 juta kilo liter menjadi sekitar 383Lkilo liter?

Peningkatan konsumsi BBM bersubsidi tersebut jogikait dengan
lambatnya realisasi program konversi energi danyak tanah ke LPG yang
terealisasi hanya sebesar 20.638 kilo liter atau &G target. Sedangkan,
kenaikan biaya produksi listrik disebabkan olehknga harga BBM, naiknya
porsi penggunaan BBM dalam bauran bahan bakar gapumakan dan naiknya
harga jual BBM dari Pertamina karena kenaikan magenjualan listrik ke

masyarakat dari rencana awal.

thtp://eduprisma. blog.uns.ac.id/2010/10/30/rendeetzdjakan-pemerintah-tentang-
pembatasan-subsiddi aksesSelasa31 Januari 2012

® Pius A. Partantd(amus limiah PopulerSurabaya: Arkola, 2001), him. 117.

* Laporan Perekonomian Indonesia 200l&njaga Stabilitas, Mendukung Pembangunan
Ekonomi NegeriBank Indonesia, him. 120.



Hal ini berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belsegara (APBN)
yang salah satunya menetapkan tentang anggarailisBB&. Dalam Undang-
Undang No. 22 Tahun 2011 pasal 7 ayat (4) yangubgib “Pengendalian
anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan bahan balas cair l{quefied
petroleum gaslL(PG)) tabung 3 kilogram dalam tahun anggaran 2QEkukan
melalui pengalokasian BBM bersubsidi secara lebpat sasaran dan kebijakan
pengendalian konsumsi BBM bersubsidi’, dengan ndkshwa pengalokasian
subsidi BBM harus dilaksanakan secara tepat sasamag dilakukan melalui
pembatasan konsumsi BBM jenis premium untuk kerztarada empat terutama
bagi masyarakat yang kurang mampu.

Sedangkan dalam Peraturan Presiden No. 15 Tabil [2asal 3 ayat (1)
yang menjelaskan tentang harga jual eceran jenisl B&tentu untuk setiap
liternya. Dari sinilah pemerintah bisa melihat, esgdrnya kondisi masyarakat
Indonesia itu seperti apa dan kebijakan sepertkaipgang akan dipilih oleh
pemerintah dalam menghadapi masalah tersebut.

Subsidi BBM sangatlah dilematis bagi pemerintah.satu sisi, subsidi
adalah kewajiban normatif negara untuk melindungekéingan rakyat yang
berkomoditas dalam menguasai hajat hidup orang dkansehingga stabilitas
pasokan dan harga BBM menjadi tanggung jawab neNagara yang kaya akan
dikaruniai sumber minyak, sudah selayaknya masgarakan mendapatkan
kucuran subsidi walaupun itu hanya sedikit dan tddia Sayangnya, pemerintah

bersikap ambigu dalam menghadapi kenaikan harga B&fskebut, sehingga



mencerminkan adanya penundaan dalam kenaikan H3BM yang justru
berdampak pada kontraproduktif.

Seperti yang telah diketahui, dalam menghadaiatah defisit anggaran
tersebut pemerintah telah menetapkan beberapaakebijdan salah satunya
adalah pengurangan subsidi BBM. Padahal kebijaksagyrangan subsidi BBM
tersebut berarti akan terjadinya kenaikan harga BBM ini merupakan suatu
kebijakan yang memiliki risiko tinggi, karena dalamuasi perekonomian seperti
inilah pemerintah itu dituntut untuk mengambil sukébijakan yang berhati-hati.
Risiko yang dimaksud adalah risiko ekonomi darkeoissosial. Risiko ekonomi
akan berdampak pada meningkatnya laju kenaikanahéndlasi), sedangkan
risiko sosialnya yaitu dengan adanya amuk massagaehkibat kekecewaan dan
penolakan terhadap kebijakan tersebut.

Akan tetapi, disisi lain kebijakan pemerintah dalanengurangi atau
bahkan akan mencabut subsidi tidaklah selamanyar blearena hal ini berkaitan
dengan masalah yang di dalamnya dilandasi olehabarbaspek dan salah
satunya adalah aspek pemerataan. Aspek ini dilakdkagan cara memberikan
subsidi secardy commoditysehingga akan menimbulkan subsidi semu, dimana
penerima subsidi secara langsung adalah masyarakgtmengkonsumsi barang
tersebut dalam jumlah besaSebagai contoh pada kasus BBM yang justru
menimbulkan dampak subsidi akan dirasakan olehyanalsat yang memiliki
mobil dalam jumlah banyak. Hal ini sangat menunjukkemhwa pentingnya

seorang pemimpin yang adil dan bijaksana dalam ntekan suatu kebijakan.

5 Jaka Sriyana, “Kenaikan Harga BBM Bukti KemunduReran PemerintahBernas
(Selasa,19 Juni 2001), him. 4.



Komitmen mempertahankan subsidi itu mengindikasperan pemerintah
dalam menjaga stabilitas perekonomian atau bersifatntercyclicaf
Pertumbuhan ekonomi dunia yang relatif begitu tinggrupakan salah satu
faktor penting meningkatnya kebutuhan energi duHiagga tahun 2030 nanti
diperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (G@Ran mencapai 3,8
persen pertahun. Perkiraan angka pertumbuhandarahg tingkat pembangunan
ekonomi makro di beberapa negara besar dunia, tsé®r RRC, India, dan
negara-negara Uni Eropa (UE), khususnya dalam refrkebijakan ekonomi
dan liberalisasi perdagangan dunia.

Sementara itu, pada tahun 2030 total kebutuhasrgerdunia akan
mencapai 722 quadriliun BTU. Pada tahun 2003, kdélautienergi dunia telah
mencapai 421 quadriliun BTU. Dengan demikian, ddruta2003 hingga tahun
2030, peningkatan kebutuhan total energi dunia akencapai angka 71%. Jika
pada tahun 2003 konsumsi minyak dunia mencapait8togrrel per hari, tingkat
konsumsi minyak dunia akan mencapai 98 juta baeelhari pada tahun 2015
dan pada tahun 2030 tingkat konsumsi minyak duké&nanencapai 118 juta
barrel per hari’

Dalam kebijakan yang menyangkut kepentingan unharys didasarkan
oleh kebutuhan rata-rata warga negara, seperti alnippkan pemerintah dalam

menentukan susidi BBM yaitu beralihnya premium ketgmax khususnya pada

® Laporan Perekonomian Indonesia 200i&njaga Stabilitas, Mendukung Pembangunan
Ekonomi NegeriBank Indonesia, him. 120.

" Anak Agung Banyu Perwita, “Harga Minyak Dan EneBjobal”, Kompas(Kamis, 18
Oktober 2007), him. 6.



masyarakat kalangan menengah ke atas yang mengguri@ndaraan roda
empat. Terlepas dari permasalahan tersebut, pdatersgharusnya juga peduli
dengan adanya komplemen kesejahteraan sosial ydak fin juga terkait

dengan peran pemerintah dalam menghadapi perekanoseicara keseluruhan
yang tergantung pada tujuan-tujuan ekonomi, sehinggau tidak mau

perekonomian Islam harus menciptakan suatu keaditan kesejahteraan agar
bisa terjaga dengan baik. Berdasarkan permasatersebut, penyusun mencoba
melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukustarh Terhadap Subsidi

BBM dalam UU No. 22 Tahun 2011 dan Peraturan Presiéaun 2012 ”.

Pokok Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, pemyosmrumuskan pokok
permasalahan yang perlu dikaji yaitu “Bagaimangtian hukum Islam terhadap
pembatasan subsidi BBM jenis premium dalam Undandaldg No. 22 tahun

20117?"

Tujuan dan Kegunaan
Ada beberapa tujuan dan kegunaan yang pentingndakaipsi yang
penulis lakukan di antaranya yaitu:
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadapijakan
pemerintah dalam subsidi BBM khususnya jenis premyang terkait

dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2011.



b. Untuk menjelaskan kebijakan pemerintah dan pelaeasubsidi BBM

di kalangan masyarakat.
2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran penyusun paelagaruh
keilmuan Islam khususnya dalam masalah kebijakangenasional.

b. Untuk menambah wawasan intelektual bagi umat marlidiadonesia,
khususnya dalam menyikapi permasalahan masyaratteidap subsidi
BBM jenis premium yang berpindah alih ke pertamesutama bagi
masyarakat kalangan menengah ke atas yang menggukekdaraan

roda empat.

D. Telaah Pustaka

Penyusun akan menyesuaikan pokok permasalahan diambil sesuai
dengan penelitian yang dilakukan yaitu penelitiéggrdtur, yang mana literatur-
literatur yang diambil akan berkaitan secara langsmaupun tidak langsung
dengan masalah yang dikaji, dalam rangka untuk meken kesimpulan
relevensi hasil dari penelitian tersebut.

Buku panduan yang berjudulUshul Figh I' karya Nasrun Haroen
memaparkan tentang kaidah-kaidah fikih yang di mal@a terdapat ruang
lingkup yang cakupannya sangat luas bahkan cortotel yang dipaparkan juga
konkret, aktual dan jelas yaitumasa/fah mursalah Hal itu sangat berkaitan

dengan adanya pembatasan subsidi BBM yang ditidgdam Undang-Undang



No. 22 tahun 2011. Oleh karena itu, perlu diupagajedan yang menuju pada
kemaslahatan, sehingga tidak mengarah kepada keatds’

Buku panduan yang kedua berjudul “Filsafat Hukwsiarn” karya Dr.
Juhaya S. Praja, memaparkan tentang prinsip-prihsigum Islam yang di
dalamnya terdapat salah satu prinsip yaitu prikgiadilan, yang menjelaskan
tentang pemimpin harus mempunyai suatu kebijaksaeghadap rakyatnya
terutama dalam aspek kehidupan. Sehingga kekugsagndimiliki harus benar-
benar ditegakkan secara adil. Buku ini menjadi peto penulis dalam
menganalisis dari segi keadilan.

Beberapa skripsi yang pembahasannya tidak jada kaitannya dengan
subsidi BBM adalah skripsi Naili Ulfa Sa’adah dengaul “ Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Implementasi Konversi Minyak TanahLR& (Studi Kasus di
Kota Yogyakarta) “, Universitas Islam Negeri Sunatijgga Yogyakarta. Obyek
penelitian pada skripsi ini berupa implementasiviassi minyak tanah ke LPG
yang dalam penyajian datanya dengan menggunakan warsagian angket yang
ditujukan oleh beberapa kecamatan yaitu Gondokusunvantrijeron, dan
Umbulharjo, sedangkan metode penyelesaian masaiahdengan adanya target
dari pemerintah, maka menimbulkan implementasi ksivdi kota Yogyakarta
masih belum memenuhi prinsip amanah dan prinsidilealslam.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitiaryaitu sama-sama

menggunakan teori keadilan. Selain itu perbedaag gdakukan pada penelitian

8 Nasrun HaroerJshul Figh I,(Jakarta: Logos Publishing House, 1996), him. 113.

® Juhaya S. Praja&ilsafat Hukum Islam(Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung,
1995), him. 72.



terdahulu membahas tentang implementasi konversyaki tanah ke LPG di
tinjau dari hukum Islam , yang mana jenis penelitiga berupa lapangan dan
sifatnya berupaiskriptif-kualitatif, sedangkan penelitian ini membahas mengenai
kebijakan pemerintah tentang pembatasan subsidi B8 premium kepada
pengguna kendaraan roda empat yang jenis penejfaamenggunakan penelitian
literacy (ibrary research dan pendekatannya dengsrmatif-yuridis *°

Begitu juga dengan skripsi Heti Setiyawati dengaaul “ Kebijakan
Pemerintah Terhadap Konversi Minyak Tanah ke LP8TdiPertamina (Persero)
Unit Pemasaran IV Cabang Yogyakarta Dalam Perspéktikum Islam *,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga YogyakarRenelitian tersebut
membahas tentang kebijakan pemerintah dan pelaksduwamversi minyak tanah
ke gas LPG kepada masyarakat. Obyek penelitian daggpada pandangan
hukum Islam terhadap metode penyelesaian masakajakan pemerintah di PT.
Pertamina (Persero) Unit Pemasaran IV Cabang Yoggakmenurut hukum
Islam diperbolehkan karena dalam prakteknya pihdk Pertamina telah
memberikan jaminan keamanan berupa tata cara peanatabung gas kepada
masyarakat, mendirikan posko konsultasi dan jamasamansi. .

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneiitiamengenai kebijakan
pemerintah yang ditinjau melalui hukum Islam dengsmdekatan normatif.
Selain itu perbedaan yang dilakukan pada peneliiedahulu membahas tentang

kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG, sedamglenelitian ini membahas

19 Naili Ulfa Sa’adah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadapplementasi Konversi Minyak
Tanah ke LPG (Studi Kasus di Kota Yogyakdrtegkripsitidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan
HukumUniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyaka2@08.
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mengenai kebijakan pemerintah tentang pembatasemidsBBM jenis premium
kepada pengguna kendaraan roda ertpat.

Berbeda lagi dengan skripsi Nurul Khasanah dengdal | Perspektif
Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual MinyalaTali Desa Bawak,
Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten “, Universitas IslagefN&unan Kalijaga
Yogyakarta. Penelitian tersebut menjelaskan tenteatita terhadap mekanisme
penetapan harga minyak tanah dan mekanisme juahbelak tanah yang ada di
pangkalan yang tepatnya di Desa Bawak. Obyek pemeliterletak pada
pandangan hukum Islam terhadap metode penyelesa@gsalah mekanisme
penetapan harga yang dilakukan di desa Bawak sidalai dengan hukum Islam,
karena adanya unsur penipuan sehingga terjadi ak@tjdran dari penjual
mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) kepada pemiSsdlain itu, dalam
menetapkan harga juga melanggar dari ketetapaa lyargy telah ditentukan oleh
agen.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitiamengenai tinjauan
melalui hukum Islam dengan pendekatan normatitiSéiu perbedaan penelitian
terdahulu berupa adanya penelitian lapangan sedangtelitian ini yaitu berupa
penelitian literacy dan penelitian terdahulu mefigk@ntang mekanisme

penetapan harga minyak tanah kepada masyarakati dpangkalan, sedangkan

M Heti Setiyawati, “Kebijakan Pemerintah Terhadam¥ersi Minyak Tanah ke LPG di
PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran IV Cabamyakarta Dalam Perspektif Hukum Isfgm
Skripsitidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum WBbhan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
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penelitian ini membahas kebijakan pemerintah tenf@mbatasan subsidi BBM
jenis premium kepada pengguna kendaraan roda ethpat.

Sejauh pengetahuan penyusun, belum ada yang rhembaengenai
pembatasan subsidi BBM jenis premium ditinjau ddndang-Undang dan
Hukum Islam. Namun dalam skripsi Muhamad Fadhil gyditlak jauh beda
dengan pembahasan diatas dan tidak lain tentangdsBM yang berjudul
“Kebijakan Pemerintah Terhadap Penetapan Harga BBNum&005 ditinjau
dari Etika Hukum Islam”. Penelitian tersebut dijathkpedoman dalam penulisan
penyusun, karena penetapan harga BBM menjadi salah indikator dengan
adanya pembatasan subsidi BBM, sehingga skripsieltat memberikan
kesimpulan bahwa penetapan harga BBM tahun 2005hssdauai dengan
kemaslahatan dan keadilan, bahkan jika harga BBERktdinaikkan, maka beban
subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah sienbaisar dan berat.

Berbeda dengan skripsi sebelumnya, penelitiafeih menitik beratkan
pada aspek pembatasan subsidi BBM jenis premiung yditinjau dengan
Undang-Undang dan hukum Islam. Sehingga dapat tiketperbedaannya
bagaimana pembatasan subsidi BBM khususnya jemisipm jika dikaitkan
dengan undang-undang dan selain itu hukum Islamyikeginya dengan

kebijakan dari pemerintah.

2 Nurul Khasanah, “ Perspektif Hukum Islam Terha&ametapan Harga Jual Minyak
Tanah di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, KabupataarKlaSkripsitidak diterbitkan, Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakart€d&0

Y Muhamad Fadhil “Kebijakan Pemerintah Terhadap Rgreet Harga BBM Tahun 2005
ditinjau dari Etika Hukum Islam’Skripsitidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan iiéaja
Yogyakarta, 2006.
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E. Kerangka Teori

Rencana pemerintah dalam melakukan pembatasaarksnbahan bakar
minyak (BBM) bersubsidi terhadap kendaraan pritsadigat ditekankan sekali,
sehingga mengharuskan kendaraan pribadi mengon8Bisinon subsidi, yakni
pertamax. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidaknma bisa mendapatkan apa
yang menjadi haknya, sehingga hal ini bisa memerada keadilan bagi mereka.
Dalam UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 Pas#lydt (4)
menyebutkan, “Pengalokasian BBM bersubsidi secepattsasaran dilakukan
melalui pembatasan konsumsi BBM jenis premium urkeidaraan roda empat
pribadi pada wilayah Jawa-Bali sejak 1 April 2012"nDan begitu, mobil pribadi
dan mobil dinas atau pemerintah rencananya akaaradd menggunakan
premium dan mengalihkan konsumsinya ke pertamahbdhan bakar gds.

Kebijakan kenaikan harga BBM perlu dilakukan untugnjaga kestabilan
ekonomi makro. Namun, persoalan yang lebih pentagg &dalah bagaimana
melihatnya dan dampaknya kepada penduduk miskinkapkebijakan kenaikan
harga BBM ini adil. Sedangkan, kenaikan harga BEtu akan menimbulkan
dampak inflasi. Inflasi yang timbul akan menurunidaya beli, dan penurunan
daya beli akan mengakibatkan bertambahnya jumkagomiskin’

Kebebasan dan demokrasi di sini amat berperanmdatengatasi
kemiskinan, seperti yang selalu disampaikan oleh iyraeSen. Oleh karena itu,

sudah saatnya untuk membela kelompok miskin delefah tegas, dengan cara

14http://bisniskeuamgan.kompas.com/read/2012/01/311)3/4982/DPR.Peralihan.Premium
.ke.Pertamax.Terlalu.Mahal, di akses Senin,13 FFebR012.

15 Anggito Abimanyu, dkkEra Baru Kebijakan Fiskal ...,.hIm. 369-370.
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memberikan subsidi yang benar-benar mereka butulan mempertahankan
subsidi BBM untuk membela kelas menengah atas ea penyelundup BBM,
yang ironisnya selama ini selalu mengatasnamalarganiskin®

Penetapan kebijakan pemerintah atas kenaikams &M, perlu adanya
suatu prinsip yang di dalamnya mengatur tentangsyri kemaslahatan dan
prinsip keadilan. Secara etimologis katesla/lah sama dengan manfaat, baik
dari segi lafal maupun maknalasla/ah juga berarti manfaat atau suatu
pekerjaan mengandung manfaat.

Kata maslafiah yang akan menjadi landasan di sini yarhasa/ah
mursalah yang berarti suatu prinsip kemaslahatan yang digam untuk
menetapkan hukum Islam yang mengandung nilai baik manfaat. Sehingga
dalam menanggapi permasalahan seperti ini kemastahang dipergunakan
yaitu mada/iah daruriyyah yang di dalamnya berhubungan dengan kebutuhan
pokok manusia yang teramat penting yang biasa wlisdbnganal-mashalih
khamsah(memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akainelihara
keturunan, memelihara harta).

Kelima macam kebutuhan pokok manusia tersebut sgregding dalam
menyelesaikan permasalahan seperti ini, karenairialebih mengutamakan
kepada permasalahan yang mengacu dalam memelibaiaa dan memelihara
jiwa. Sehingga dengan memelihara jiwa harus sabandahenghadapi ujian
hidup dengan cara mencari keadilan yang benar-bémaus ditegakkan,

sedangkan dalam memelihara harta tersebut harws rhesmbagi sebagian

18 bid, him. 371-372.
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hartanya kepada orang yang tidak mampu karena gantg dimiliki itu tidak
berarti miliknya sepenuhnya, tetapi orang yangktideampu pun juga berhak
untuk mendapatkannya.

Selain itu dalam teori keadilan sendiri menjetaskentang keadilan yang
berkonotasi dari suatu penetapan hukum atau kehijglan seorang pemimpin
atas ketetapan yang harus ditetapkan secara ratdaidék membedakan satu
dengan yang lainnyaDengan adanya hal tersebut maka hukum Islam akan
membawa aspek ataupun sistem kehidupan ke dalanmhiskam yang meliputi
keadilan dalam berbagai hubungan yaitu hubungaivithd dengan dirinya
sendiri, hubungan individu dengan orang lain ataymbak-pihak yang terkait.

Keadilan sosial selamanya tidak sesuai dengan u@mandividu, sebab
keadilan itu bersifat menyeluruh dan masyarakat jpga mempunyai akan hak
itu. Kehendak individu harus disesuaikan dengamjeagah antara kepentingan
individu dan kepentingan masyarakat, agar keaditgrat terlaksana dalam segala
bentuk dan corak kehidupan, seperti kepemilikasiezisi ekonomi dan stabilitas
pertumbuhan ekonomi sehingga hasil akhirnya bepgmangkatan kesejahteraan
sosial.

Kebebasan ekonomi yang berdiri di atas pemuliaahf dan hasrat
manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilalya®gga yang lain yaitu
keadilan. Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yaekgunder. la adalah cikal
bakal dan fondasi kokoh yang memasuki semua agaarhukum Islam berupa

agidah, syari'ah dan akhlak (moral). Ketika Allah neeimtahkan, maka keadilan
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merupakan hal yang pertama disebutkan, sepertmdéilanan Allah sebagai

berikut:

s Saally eliadl) (o gty Al 5 3 sl Ly maYls J 2l b e bl )

1705 S 35 aSlal aSlaey

Dalam ayat tersebut di atas telah dijelaskan bamvgs sebagai manusia
sosial harus bisa memberikan apapun dengan calakibeadil kepada kaum
kerabat ataupun orang lain. Hal ini dilakukan dengeksud agar semua orang

bisa mengambil pelajaran yang telah kita lakuk&elsennya.

Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetdpdum atau
kebijaksanaan raja, serta putusan kebijakan darepetah, yang merupakan pilar
paling fundamental. Keadilan dalam Islam meliputibbgai aspek kehidupan,
sedangkan dalam sistem hukumnya keadilan mempukgasep berbagai
hubungan dengan masyarakat ataupun dengan perhesitata juga sebaliknya
serta hubungan-hubungan yang terKhillelihat aspek kehidupan masyarakat
tersebut, ada hal yang seharusnya lebih dipikike@mbali yaitu tentang hadits

Rasulullah yang berbunyi:

7 Q.S. An-Nahl (16) : 90.

'8 Juhaya S. Praja&ilsafat Hukum Islam(Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung,
1995), him. 105-106.
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Hadits di atas menjelaskan tentang kaum muslim ymergerikat dalam
tiga hal yaitu air, padang rumput, dan api, dargéaya haram, dengan maksud
bahwa tidak diperkenankan untuk memperjualbelikararsemenyeluruh karena
ketiganya itu merupakan hak dari masyarakat, yarmnamnegara hanya
mempunyai kewajiban untuk mengelolanya saja. Ak&apiedengan penjelasan
harganya haram tersebut bukan berarti air, padamgput, dan api tidak boleh
dijual. Hanya saja negara harus hati-hati dalamgelela dan menguasainya.
Selain itu, jika dilihat dari makna hadits tersebstiatu penjelasan tentang
harganya haram itu berlaku pada masa rasulullabnkgpada masa itu, yaitu air,
padang rumput, dan api keberadaannya sangat baHingehingga, negara tidak
boleh menjualnya begitu saja. Melihat seperti ikensangat sulit sekali ketiga
hal tersebut bila di terapkan masyarakat pada nsska@rang ini karena

terbatasnya dalam penyediaan.

Begitu juga hal ini sangat berkaitan sekali dengalah satu pasal yang
ada dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi fBiam air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh naegan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang menjelasi@tany bumi, air, dan

kekayaan alam memang dikuasai negara dan hal rtwpaldean milik umum, akan

% |bnu Majah Al-Qazwiniy, Sunan lbnu Mijah, “Bab Orang-Orang Islam Berserikat
dalam Tiga Hal” (Beint: Dar al-Kutub al-‘limiyyah, 2009), Ill: 186, No: 2472Hadis dari
‘Abdullah bin Sa’id, dari “Abdullah bin Khirasy biHausyab Asy-Syaibaniy, dari A'Awwam bin
Hausyab, dari Mujahid, dari Ibnu ‘Abbas. Muhammaanmar Al-Maushiliy berkata: “Seorang
Pendusta.”
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tetapi hak sepenuhnya terletak kepada rakyatnylarbberarti negara berhak

menjualnya begitu saja.

Metode Penelitian
Dalam melakukan proses penelitian perlu adanyadeeanetode yang

menjelaskan tentang cara penyelesaian permasak#tangga penelitian tersebut

akan lebih mudah terselesaikan. Maka dari itu, psmy akan menggunakan

metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun mengkgm jenis
penelitian kepustakaatilrary researcl), yaitu penelitian yang dilakukan
dengan mengkaji serta menelaah suatu data yangunilees dari
kepustakaan, seperti: buku, majalah, jurnal, drtikakalah, dan lain-lain
yang menyangkut masalah tinjauan hukum Islam teqhaalibsidi BBM
khususnya yang terkait dengan Undang-Undang No.ak2nt 2011.
Adapun Dberbagai literatur yang ada dapat membaeityysun dalam
menyelesaikan masalahnya sehingga mendapatkaryatagajelas dalam
penulisan skripsi ini.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalameli@an ini

adalah deskriptif-analisisyaitu dengan menggambarkan dan meringkas
secara rinci terhadap masalah yang sedang disetatikang kebijakan
pemerintah dalam menanggapi subsidi BBM yang keamudikan di

analisis dengan menggunakan pandangan hukum Islam.
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3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian inalaad
pendekatannormatif-yuridis Pendekatan normatif untuk melihat dan
memahami kebijakan pemerintah terhadap subsidi BRElngan
menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yaag dalam hukum
Islam. Sedangkan, pendekatan yuridis dilakukan ndataelihat objek
hukum karena menyangkut dengan Undang-Undang No. H ta011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tatggaran 2012
(APBN 2012), dan salah satu pasal yang ada di daammgmbahas
tentang pengendalian anggaran subsidi BBM jenismipma harus
diberikan secara tepat sasaran. Selain itu juganddUD 1945 yang
terdapat pada pasal 33 ayat 3 yang menjelaskaantgritesejahteraan
sosial yang mana bumi, air, dan kekayaan alameitpilbak kepada rakyat,
sehingga negara pun hanya boleh menjaga dan mesawvat
Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan caembaca

buku-buku dan menelusuri literatur berupa majasatikel maupun jurnal
yang berkaitan dengan subsidi BBM dan terpentirgjadldmenggunakan
tinjauan hukum Islam. Setelah data sudah terkumményusun
mengklasifikasikan menjadi tiga yaitu:
a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh daiusobjek kajian

penelitian dari huku Islam yang berupa Al-Qur'an déadits, akan

tetapi dua sumber data tersebut masih kurang meenggar bisa

mendapatkan yang lebih meluas dengan melihat kitab- yang
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terkait, buku-buku hukum Islam, buku-buku hukum,kupbuku
kebijakan fiskal dan moneter.

b. Data Sekunder yaitu sumber data yang diperolehbdgi dan karya-
karya tulis yang berkaitan dengan subsidi BBM. Midandang-
Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, KepuntMenteri,
dan lain-lain yang membahas dalam salah satu pasamengandung
suatu permasalahan yang penyusun teliti sehinggat daenjadikan
landasan dalam penyelesaian masalah tersebut.

c. Data Tersier yaitu sumber data yang diperoleh darids, ensiklopedi,
dan lain sebagainya.

4. Analisis Data
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ablalanalisis
deduktif dan induktif.

a. Deduktif, yaitu analisis data yang berdasarkan kaédah-kaidah dan
asas-asas hukum Islam dengan cara melihat ayaghgairan dan
as-Sunnah, sehingga dapat dijadikan alat dalam laneperilaku
hukum yang menyangkut dengan permasalahan yanbti dyestu
tinjauan hukum Islam terhadap subsidi BBM dalam Wgddndang
No. 22 tahun 2011.

b. Induktif, yaitu analisis data dari kebijakan pemt&ah dalam
menanggapi subsidi BBM dengan menggunakan per$pakiium

Islam.
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G. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan penulisan skripsi agar pembahgaalefih jelas dan
terarah, maka penyusun akan menggunakan sistenpetitkhahasan yang dibagi
menjadi lima bab dan masing-masing bab terdirirddd@berapa sub bab. Adapun
sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama, yaitu pendahuluan yang merabepnjelasan secara
umum dan menyeluruh, yang diantaranya memuat LB&dakang Masalah,
Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pudtatangka Teori, Metode
Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, mengandung teori keadilan dan kemstslatdalam hukum
Islam yang meliputi teori keadilan dan berisi tegtgpengertian keadilan dan
dasar hukum keadilan, sedangkan kemaslahatan daldem Islam meliputi
pengertian mashlahah mursalah, macam-macam maltdahakehujahan dalam
maslahah dan mursalah.

Bab ketiga, yaitu menjelaskan tentang kebijakarsisli BBM dalam UU,
yang meliputi pengertian subsidi, dasar pemikiralanga subsidi, kebijakan
pemerintah terhadap subsidi BBM di Indonesia

Bab keempat, yaitu menjelaskan analisis tinjaloakum Islam terhadap
UU No. 22 tahun 2011 yang berisi tentang analisisaaip subsidi BBM dalam
UU No. 22 tahun 2011 dan analisis terhadap tinjawdoiin Islam dalam subsidi
BBM.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimputian saran. Bahkan

menjadi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam permasalahan yang telah dijelaskan pada Halsebelumnya,
dapat diambil kesimpulan bahwasannya dalam suat@raememang sudah
sewajarnya pemerintah yang harus bertanggungjawalamdamenangani
permasalahan yang ada di negaranya tersebut. Reamas yang sekarang ini
sedang ramai dibicarakan yaitu tentang pembatagesids BBM jenis premium.

Jika dilihat dari UU No. 22 Tahun 2011 yang berbuniyerigendalian
anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan bahan balas cair l{quefied
petroleum gaslL(PG)) tabung 3 kilogram dalam tahun anggaran 2QEkukan
melalui pengalokasian BBM bersubsidi secara lebpat sasaran dan kebijakan
pengendalian konsumsi BBM bersubsidi”. Undang-ugdaersebut sudah
menjelaskan bahwa pengalokasian BBM bersubsidi hiehib tepat sasaran,
sehingga kebijakan pemerintah atas pengendaliasukosi BBM bersubsidi bisa
terlaksanakan secara teratur. Jadi, dengan adamgmgrundang ini masyarakat
dan sekitarnya tahu sebenarnya BBM bersubsidiatushdi konsumsi oleh siapa
saja, dan kebijakan seperti apa yang akan dilakyleamnerintah terkait dengan
pengendalian konsumsi BBM bersubsidi tersebut.

Dalam hukum Islam pembatasan subsidi sangatlahultitak secara hati-
hati agar masyarakat bisa mendapatkan apa yangnadajadi haknya. Selain itu
dengan adanya pembatasan ini, maka akan timbul figa keadilan karena

79
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dengan pembatasan tersebut akan tahu golongantiseper yang berhak
mendapatkannya.

Dalam suatu hadits juga dijelaskan bahwa orang-omamgslim itu
berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang rumgan api, dan harganya haram.
Jadi, dari penjelasan hadits tersebut jelas bahwapadang rumput, dan api
merupakan sesuatu yang sifatnya milik masyarakasab®, dan negara
mempunyai wewenang untuk mengelola, merawat dan gemja dengan baik.
Sehingga negara tidak berwenang untuk memiliki sépeya. Akan tetapi,
dengan penjelasan harganya haram tersebut bukarti laér, padang rumput, dan
api tidak boleh dijual. Hanya saja negara harusHhai dalam mengelola dan
menguasainya. Selain itu, jika dilihat dari makaalits tersebut, suatu penjelasan
tentang harganya haram itu berlaku pada masa Ha$ylkarena pada masa itu,
yaitu air, padang rumput, dan api keberadaannygasamerlimpah. Sehingga,
negara tidak boleh menjualnya begitu saja. Sedangkhitu sangat sulit sekali
bila di terapkan pada masyarakat masa sekaran@argna adanya keterbatasan

dalam penyediaan.

Hal ini juga berkaitan dengan salah satu pasal y#mdapat dalam
undang-undang dasar 1945 yang di dalam pasal 38 3ayarsebut berbunyi
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandungldidnya dikuasai oleh
Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemaknmnakgmat” menjelaskan
bahwa bumi dan kekayaan alam merupakan milik bersmaidak ada seorang

pun yang boleh memilikinya secara pribadi, yangagabmana mestinya ini
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semua akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakinaga masyarakat yang

melaksanakan dan memeliharanya.

Saran

Meninjau kembali hasil dari pembahasan skripsieteu ada beberapa hal
yang perlu menjadi pertimbangan dalam rangka pleaibhaskripsi yang akan
datang dengan beberapa saran, yaitu:

1. Pemerintah seharusnya lebih teliti dan hati-hatirdamelakukan penyaluran
subsidi terutama terhadap subsidi BBM, karena twalsangat penting bagi
rakyat dalam membantu meningkatkan taraf hidup desejahteraan
masyarakat, terlebih dalam keberlangsungan hidupnya

2. Pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan tiddédéhbambigu, karena
dengan adanya sikap yang ambigu tersebut masyaja@atakan semakin
bingung dengan kebijakan yang telah diberlakukasa padi mereka tidak
akan menaati peraturan yang ada. Bahkan, peragarantelah dibuat tersebut
sudah sangat bagus dalam penerapannya, akante&kauang hal yang sangat
di sayangkan yaitu bagaimana pelaksanaannya digapa

3. Dalam merealisasikan suatu mekanisme keadilan,raduyaus benar-benar
tegas, karena hal ini sangat berkaitan langsungaekehidupan masyarakat
pada umumnya. Hanya orang-orang tertentulah yangkuilen kecurangan,
akan tetapi masyarakat yang tidak tahu apa-apas haenanggung beban

tersebut.
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4. Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2011 danrBendo. 15 Tahun
2012 masyarakat bisa mendapatkan apa yang mergidinkreka, terutama

bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah.
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BAB |

17

14

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlakll dan
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabatAdah
melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan psshan.

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat

mengambil pelajaran.

BAB I

24

21

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyarapa

Kk

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (mdmyuru

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manupiayau

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi W
melihat.

25

21

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kdamuli
orang-orang Yyang selalu menegakkan (kebenaran
karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan jaladen
sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,
mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takdan
bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan.

27

23

... Dan apabila kamu berkata, maka hend&datu berlaku
adil kendatipun kepada karib kerabatmu ....

31

24

Wahai orang-orang yang beriman, jadilahikanang
yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi
karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri ataw i
bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun
miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin
menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar
balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi,aviak
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala
apa yang kamu kerjakan.

48

37

dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkank
(menjadi) rahmat bagi semesta alam.

aha



BAB Il

54

43

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Beréaklidan
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabatAtdah
melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan psshan.
Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat
mengambil pelajaran.

BAB IV

10

74

65

Mewartakan kepada kami ‘Abdullah bin Sahgenawarkan

kepada kami ‘Abdullah bin Khirasy bin Hausyab A
Syaibaniy, dari Al Awwam bin Hausyab, dari Mujahidiri
Ibnu ‘Abbas, dia berkata: Rasulullah saw bersab@sang-
orang Islam itu berserikat dalam tiga hal: air, pura
rumputan, dan api. Dan harganya itu haram.” AbuibS
berkata: “Yakni air yang mengalirlfHR.Ibnu Majah)

5Y-

a)

11

79

69

Sesungguhnya, Abyad bin Hamal mendatar@giulRllah
saw, dan meminta beliau saw agar memberikan tam
garam kepadanya. Ibnu al-Mutawakkil berkata,”Ya
tambang garam yang ada di daerah Ma'rib.” Nabi paw
memberikan tambang itu kepadanya. Ketika, Abyad
Hamal ra telah pergi, ada seorang laki-laki yang dd
majelis itu berkata, Tahukan Anda, apa yang telah An
berikan kepadanya?Sesungguhnya, Anda telah merahe
kepadanya sesuatu yang seperti air mengalir (al-nza
‘idd)”. lbnu al-Mutawakkil berkata, Llalu Rasulullah saw
mencabut kembali pemberian tambang garam itu dar
(Abyad bin Hamal).(HR. Ibnu Majah)

bang
kni

bi
da
rik

ny

12

80

69

Mewartakan kepada kami Jamil bin Al-Hasaeyvartakan
kepada kami ‘Abdul-A’la; mewartakan kepada kamii&a’
dari ‘Amir Al-Ahwal, dari ‘Amr bin Syu’aib, dari aghnya,
dari kakeknya, bahwasanya Nabi saw. bersabda: 4iaty
seseorang diantara kalian menarik kembali hibah
(pemberian) nya, kecuali seorang ayah dari anak(iy&.

Ibnu Majah)




Lampiran Il

BIOGRAFI ULAMA

ABU HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah an-Nu’'man bibitSain Zufi at-
Tamimi. Lahir di Kufah pada tahun 150 H/699 M., @aadasa pemerintahan al- Qalid
bin Abdul Malik. Dia salah satu mujtahid yang sanbanyak pengikutnya, yang
mengklaim diri mereka dengan golongan mazhab Ha&aimasa hidupnya, Abu
Hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmumyauddan tawadhu serta
teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertdekgan jabatan-jabatan
kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak selhaigan @adh) yang ditawarkan
oleh Al-Mansur. Konon, karena penolakannya itu dipenjarahkan hingga ahir
hayatnya. Dia meninggalkan beberapa karya diangarAkMusuan (kitab hadis,
dikumpulkan oleh muridnya)Al-Makharij (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu
Hanifah, diriwayatkan olah Abu Yusuf), ddigh Akbar Abu Hanifah meninggal
pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun dankdimigan
di Kizra.

AHMAD BIN HAMBAL
Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muinaich bin Hambal

bin Hilal al-Sydbari. Dia dilahirkan di Bagdad pada tahun 164 H./780 DMa

merupakan ahli hadis yang handal dan banyak mesitkay hadis. Karya

monumentalnya adalah Musnad Ahmad Hambal, sebuafa keesar dalam bidang
hadis. Pada masa pemerintahan Al-Muktasim — kimalA@asiyah beliau sempat
dipenjara, karena berseberangan dengan teologirpeaie dan baru dibebaskan
pada masa Al-Mutawakkil. Dia meninggal di Bagdadashusia 77 tahun, pada
tahun 241 H./855 M. sepeninggalnya, pemikiran-panyia pesat menjadi salah satu
mazhab yang memiliki banyak penganut.

AL-GHAZALT

Nama panjang beliau adalah Abu Hamid Al-GhiazBEkliau dilahirkan di

Thusi pada tahun 450 H. Beliau adalah seorang gding banyak menghabiskan
masa hidupnya untuk menuntut ilmu dan mendakwahiktam, tetapi sangat
disayangkan dalam perjalanannya dalam menuntut deliau banyakerpengaruh

ilmu-ilmu filsafat dan ilmu-ilmu kalam. Beliau pexh bercerita tentang dirinya
bahwa "bekal pengetahuan saya tentang hadits ssediitit". Salah satu dari karya



terbesar Al Ghoza adalah kitab Ihy Ulumadid n yangterkenal di kalangan
masyarakat umum dan golongan tertentu.

ABDUL WAHAB KHALAF

Beliau lahir di Kafruzziyat, bulan Maret 1888 M. sk al-Azhar tahun
1900. Tahun 1920, ia ditunjuk menjadi hakim di Maimah Syar’iyyah. Menjadi
guru besar di fakultas Syari’ah al-Azhar tahun 19948. la wafat pada bulan
Januari 1956. Di antara karya-karyanya addlamal-U shul al-Figh, Ahlkkm al-
Ahwal asy-Syakhsiyyah dan al-Waqf wa al-Mgas/ .

AL-MAWARDI

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali ibn Muhachnien Habib al-
Basri. Beliau lahir di Basrah tahun 364 H dan w&datun 450 H. Beliau hidup
pada era bani Abbasiyah kedua, tepatnya pada neasariptahan dua khalifah
yakni al-Qadir Billah dan Al-Qa’imu Billah. Al-Mawdi mendapatkan kedudukan
tinggi di mata raja-raja bani Buwaih. Raja-raja BBawaih menjadikan Al-Mawardi
sebagai mediator antara mereka dengan orang-orny tidak sependapat dengan
mereka.

Mereka puas dengan peranannya sebagai mediatomeéasrima seluruh
keputusannya. la belajar hadits dari al-Hasan ilhnidh Muhammad al-Jaballi
(sahabat Abu Hanifah al-Jumahi). Dan belajar figdgAbu al-Qasim as-Sumairi di
Basrah dan sebagainya. Banyak sekali buku yanly tialisnya baik dalam bidang
figh, figh politik, tafsir, dan sastra. Diantarasii&karyanya yang sangat monumental
dan dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan negatalah al-Ahkam as-
Sulthaniyah.

AS-SAYYID SABIQ

Beliau lahir di Mesir pada 1915. Seorang ulama hdseutama pada bidang
ilmu figih, guru besar pada Universitas al-Azhasé®rang ustadz al- Banna, seorang
Mursid al-Umam dari partai politik Ikhwanul Muslimi penganjur ijtihad dan
kembali ke Al-Qur'an dan Hadis pakar hukum Islamaryanya antara lairsigh as-
Sunnah, al-Agidah al-Islamiyah

IBNU TAIMIYAH

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin ‘Abd al-Halim f#bd al-Salam bin
Taimiyah. la dilahirkan di Harran, Syria, lima tahsetelah kejatuhan Baghdad, atau
tepatnya pada hari Senin 10 Rabiulawal 661H/ 22ialari263 M. Sewaktu Harran
diserbu oleh tentara Mongol pada tahun 1270 M,a«gl besar Taimiyah hijrah ke
Damaskus untuk kemudian tinggal dan menetap di testebut. Saat itu usia Ibnu
Taimiyah baru sekitar tujuh tahun.



Ibnu Taimiyah besar dalam naungan Kkeluarga berrbazhinbali,
wawasannya sangat luas meliputi mazhab-mazhab hidéammya. Bukan itu saja,
pengetahuannya pun menjangkau soal filsafat, safigkalam, mantik, sastra, sejarah,
dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Ibnu Taimiyaainlyak terlibat dalam perdebatan
intelektual, polemik, dan konflik yang tak hentirtieya akibat perbedaan pendapat
dalam berbagai hal, khususnya soal keagamaan. Lpalamiknya tidak hanya dari
kalangan Sunni sendiri, tetapi meliputi banyak kgémn, seperti golongan non-Islam,
sekte-sekte sempalan dalam Islam (Qadariyah, QtramiBathiniyah, Ahmadiyah
dan Kiswaraniyah), pemikiran filosof Islam, sufifismistik, golongan Syiah, dan
lain-lain.

Adapun karya dari lbnu Taimiyah vyaitu kitab berjudial- Sarim al-
maslul’ala Syatim al-Rasylbahkan juga membuat risalah yang berjucgiFatawa
al-Hamawiyali dan “Risalah Ziyarah al-Qubur wa al-Istinjad bi al-Maqgtiu selain
itu jJuga menghadirkan sebuah karya polemis yanguméepemikiran politiknya yaitu
“Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah fi Naqd al-KalamS¥ah wa al-Qadariyyah
Beliau menghembuskan nafas terakhirnya tanggakpésber 1328 M.

MALIK BIN ANAS

Imam Malik bin Anas, merupakan panutan bagi mengkiag menamakan
dirinya sebagai aliran Maliki, mereka tersebar |lhampir merata diseluruh negara
Islam. Imam Maliki sendiri dilahirkan di Madinah ge tahun 93 H/712 M. Dia
adalah salah satu ulama yang sangat terkemukaarteudalam bidang ilmu hadis
dan figh. Salah satu karyanya yang sangat terkengga kini sebagai rujukan dalam
ilmu hadis dan figh adalah kitabnya yang berjudliMuwatha’ Malik meninggal
dunia pada usia 86 tahun pada tahun 179 H./795 M.

MUHAMMAD ABU ZAHRAH

Muhammad Abu Zahrah adalah seorang ulama besar ediirM beliau
menamatkan perguruan tingginya di Universitas afAgzampai memperoleh gelar
Doktor. Beliau pernah dikirim ke Prancis dalam suatsi ilmiyah “Bisatul
Malik Fuadi”. Beliau juga memberi kuliah Mahdud Dirasah al+iskeah yang
didirikan oleh Liga Arab. Beliau seorang ahli hukterkemuka sehingga banyak
buku-buku karyanya terutama dalam bidang hukum.

M. QURAISY SHIHAB

la adalah seorang pemikir Kontemporer Indonesiagydiaster dan
Doktornya ia dapatkan dari Kairo dengan kajian Alréh dan Hadis. Beliau telah
menulis sejumlah buku dan sejumlah artikel khusagihybidang tafsir dan masalah-
masalah sosial keagamaan. la pernah menjadi Réktbr Syarif Hidayatullah
Jakarta dan Duta Besar di Sudi Arabia sejak talf280.1Karya monumentalnya
adalah berup@afsir al-Misbah.



T.M.HASBI ASH-SHIEDDIEQY

Dilahirkan di Lhok Sheumawe, Aceh Utara,pada 106914004 .Belajar
pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta bebpesgaatren lainnya. Beliau
banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyahun 1927, beliau
belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oletadd$Jmar Hibies. Kemudian
pada tahun 1928 memimpin sekolah al-Irsyad di LBb&umawe.

Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkainam tajdid serta
memberanta®id’ah dankhurafat. Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan
fakultas Syari'ah di Universiras Sultan Agung Sesng; Guru besar dan Dekan
Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga YogyakarteO§D). Guru besar di UUI
Yogyakarta, dan Rektor Universitas al-Irsyad Sdl®63-1968). Selain itu beliau
juga menjabat wakil ketua Lembaga Penerjemah daaffie Al-Qur’an Departemen
agama. Ketua Lembaga Figih Islam Indonesia (Lefikgrya-karya beliau yang
terkenal : Tafsir Al-Qur'an Al-Majid, An-Nur dan Al-BayanBeliau memiliki
pendapat tentang perlunya menyusun figih baru dbresia. Akhirnya beliau wafat
pada 9 Desember 1975 di Jakarta.

WAHBAH AZ-ZUHAILIT

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaiéihkan di kota
Dayr ‘Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1938etelah menamatkan
Ibtidaiyyah dan belajar al-Kulliyah as-Syariyyah@amaskus (1952), dia kemudian
meneruskan pendidikannya di fakultas asy-Syari'afivérsitas al- Azhar, Mesir
(1956). Disamping ia mendapatkan ijazah khusus igdiach ¢ahassus at-Tadr)s
dari fakultas Bahasa Arab, dan ijazat-Tadris dari Universitas yang sama.
Mendapatkan gelar Lc. Dalam ilmu hukum di Universit
‘Ain Syam, gelar Diploma dari Ma’had as-Syari'ahigrsitas al-Qahirah, dan
memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum padantdl963, dimana semua
pendidikanya lulus dengan predikat terbaik. Sebaklidibidang figh dan usul
figh, Wahbah telah banyak menulis buku, diantarg&kanonumentalnya adalah

al-Figh al-Islamywa ‘Adillatuh

YUSUF QARDAWI

Adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalashang hukum Islam.
Lahir di Safat Turab Mesir pada 9 september 1924ikig berusia 5 tahun ia dididik
menghapal Al-Qur'an secara intensif oleh pamandga,pada usia 10 tahun ia sudah
hafal seluruh isi Al-Quran dengan fasih. Kecerdeg@ mulai terlihat ketika ia
berhasil mengyelesaikan studinya di fakultas ustdifuUniversitas al-Azhar Kairo
dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953, kemud melanjutkan
pendidikannnya selama 2 tahun ke jurusan bahash, Auus dengan peringkat
terbaik pertama di antara 500 mahasiswa.

VI



Pada tahun 1960 al-Qaradawi melanjutkan studinyargram doktor dan
menulis disertasi dengan juduFikih Zakat yang selesai dalam 2 tahun. Karir,
aktivitas dan jabatan struktural yang sudah lanpegiingnya adalah ketua Jurusan
Studi Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Qgaéag ia dirikan dengan teman-

temannya sendiri yang sebelumnya bernama Madrasahail ad-Dn (Institut
Agama

VI
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KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
SIARAN PERS
NOMOR: 29/HUMAS KESDM/2012

PELAKSANAAN PENGENDALIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
TERTENTU KEGIATAN PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN

Tanggal: 30 Agustus 2012

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), J&acik, hari ini,
Kamis (30/8), membuka Sosialisasi Pelaksanaan Rdafijan Jenis Bahan Bakar
Minyak Tertentu Kegiatan Pertambangan dan Perkebuna

Dalam rangka menjaga besaran volume Bahan BakayaWimersubsidi
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran dan Belapgard, diperlukan upaya
pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak settk umelaksanakan ketentuan
Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 1nT2012 tentang Harga Jual
Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakaakirgrtentu, maka Menteri
ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 12 T&ir® tentang Pengendalian
Penggunaan Bahan Bakar Minyak.

Pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Menteri tersebut Batwa:

1. Terhadap konsumen pengguna Jenis BBM TertermupaeMinyak Solar (Gas
Oil) untuk Mobil Barang yang digunakan untuk keégra perkebunan dan
pertambangan, terhitung sejak tanggal 1 SeptemiiE2 dilarang menggunakan
Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil).

2. Pelaksana kegiatan perkebunan dan pertambarfp@gasmana dimaksud pada
ayat (1) wajib menyediakan tempat penyimpanan Bdbakar Minyak dengan
kapasitas sesuai kebutuhan.

VIII



Dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan bakukdanoditas guna
menunjang pembangunan nasional untuk tahap pertdikecualikan dari
ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Erdagi Sumber Daya Mineral
Nomor 12 Tahun 2012 bagi :

a. Pekebun perorangan warga negara Indonesia yalaggukan usaha perkebunan
dengan skala usaha kurang dari 25 hektar;

b. Pertambangan Rakyat; atau

c. Pengangkutan dan penjualan pertambangan batapai menggunakan Jenis
BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil) sampamnghn ditentukan lebih
lanjut oleh Pemerintah.

Terhadap pelaksana kegiatan perkebunan dan pertgarbgang belum dapat
menyediakan tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyalgah kapasitas sesuai
kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62yalapat bekerjasama dengan
Badan Usaha pemegang izin usaha penyimpanan atianRésaha pemegang izin
usaha niaga umum Bahan Bakar Minyak atau memaiafaatkngki penyimpanan
secara bersama—sama antar usaha perkebunan d&efittan pertambangan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Kepala Biro Hukum dan Humas

http://www.esdm.qgo.id/siaran-pers/55-siaran-peials8elaksanaan-pengendalian-
jenis-bahan-bakar-tertentu-untuk-perkebunan-datapdrangan.htmdi akses
Selasa, 16 Oktober 2010




MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK iINDONESIA

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka menjaga besaran volume Bahan Bakar
Minyak sebagaimana itetapkan  dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, diperlukan upaya
pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal
4, Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun
2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna
Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan sesuai hasil rapat
koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian, periu menetapkan Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral tentang Pengendalian
Penggunaan Bahan Bakar Minyak;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4152);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang
Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4253);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4436) sebagaimana telah dijubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tazhun 2009 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

\

5. Peraturan ...



Menetapkan
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5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga
Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar
Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 41);

6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18
Oktober 2011;

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN
BAKAR MINYAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal
dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

2.Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya
disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang
berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan
bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang
telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu
(spesifikasi) tertentu, volume tertentu, dan konsumen
tertentu, dan harga yang disubsidi.

3. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang dimiliki
atau dikuasai oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara,
dan Badan Usaha Milik Daerah.

4. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan
untuk angkutan barang.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

6. Badan Pengatur adalah badan pengatur sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

Pelaksanaan pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak
diawali dengan:

a. pentahapan pembatasan penggunaan Jenis BBM Tertentu
untuk transportasi jalan; dan

b. pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak untuk
penyediaan tenaga listrik.

Pasal 3 ...



Pasal 3

(1) Pentahapan pembatasan penggunaan Jenis BBM Tertentu
untuk transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a dilaksanakan untuk penggunaan Jenis
Bensin (Gasoline) RON 88 dan Minyak Solar (Gas Oil) atau
nama lain yang sejenis.

(2) Pentahapan pembatasan penggunaan Jenis BBM Tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kendaraan
bermotor meliputi pentahapan pengguna, wilayah, waktu,
dan/atau volume Jenis BBM Tertentu.

Pasal 4

Pentahapan pembatasan penggunaan Jenis BBM Tertentu
untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ditujukan untuk Kendaraan Dinas.

Pasal 5

Pentahapan pembatasan wilayah dan waktu atas penggunaan
Jenis BBM Tertentu berupa Bensin (Gasoline} RON 88 untuk
Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dilaksanakan sebagai berikut :

a. pada wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten
Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang,
Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi
terhitung sejak tanggal 1 Juni 2012 dilarang menggunakan
Jenis BBM Tertentu berupa Bensin (Gasoline) RON 88;

b. pada wilayah provinsi, kabupaten/kota di Jawa dan Bali
selain  wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a
terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 dilarang
menggunakan Jenis BBM Tertentu berupa Bensin (Gasoline)
RON 88.

Pasal 6

(1) Terhadap konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu berupa
Minyak Solar (Gas Qil) untuk Mobil Barang yang digunakan
untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan, terhitung
sejak tanggal 1 September 2012 dilarang menggunakan Jenis
BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil).

(2) Pelaksana  kegiatan perkebunan dan pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan
tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak dengan kapasitas
sesuai kebutuhan,

Pasal 7 ...
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Pasal 7

1) Badan Pengatur melakukan pengaturan, pengawasan dan
( )veriﬁkasi tegrhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan
pendistribusian Jenis BBM Tertentu bagi konsumen

pengguna.
(2) Dalam melaksanakan pengaturan, perngawrasan dan verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengatur

menetapkan alokasi volume Jenis BBM Tertentu untuk
konsumen pengguna.

Pasal 8
Pentahaf)an pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak

yang belum diatur dalam Perafuran Menteri ini, akan diatur
dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 9

Pasal 10

Pelangiz;ran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini
dikenakan sanksi sesuaj dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia. ‘

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
JERO WACIK
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN |
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 555

Salinan sesuai dengan asiinya
KEMENTERIAN RGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
; kum dan Humas,




MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

EDARAN
NOMORZ 02 E/10/MEM/2012

TENTANG

PELAKSANAAN PENGENDALIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
UNTUK KEGIATAN PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN

Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak diatur bahwa:

(1) Terhadap konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil) untuk
Mobil Barang yang digunakan untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan, terhitung sejak
tanggal 1 September 2012 dilarang menggunakan Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar
(Gas Oil).

(2) Pelaksana kegiatan perkebunan dan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menyediakan tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak dengan kapasitas sesuai
kebutuhan.

Dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan baku dan komoditas guna menunjang
pembangunan nasional untuk tahap pertama dikecualikan dari ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 bagi :

a. Pekebun perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan
skala usaha kurang dari 25 hektar;

b. Pertambangan Rakyat; atau
c. Pengangkutan dan penjualan pertambangan batuan,

dapat menggunakan Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil) sampai dengan ditentukan
lebih lanjut oleh Pemerintah. :

Terhadap pelaksana kegiatan perkebunan dan pertambangan yang belum dapat
menyediakan tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak dengan kapasitas sesuai kebutuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dapat bekerjasama dengan Badan Usaha
pemegang izin usaha penyimpanan atau Badan Usaha pemegang izin usaha niaga umum Bahan
Bakar Minyak atau memanfaatkan tangki penyimpanan secara bersama-sama antar usaha
perkebunan dan/atau kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian edaran ini untuk dilaksanakan.

Tembusan:
Menteri Pertanian

Menteri Dalam Negeri

Kepala BPH Migas

Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Gubernur seluruh Indonesia

Bupati seluruh Indonesia

Walikota seluruh Indonesia

Pelaku Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM
. Pelaku Kegiatan Usaha Penyimpanan BBM
10. Pelaku Kegiatan Pertambangan

11. Pelaku Kegiatan Perkebunan

CONOOAWN =
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
HARGA JUAL ECERAN DAN KONSUMEN PENGGUNA
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

kebutuhan nasional atas jenis bahan bakar minyak
tertentu dan dalam rangka pemberian subsidi yang
lebih tepat sasaran kepada konsumen pengguna

tertentu serta guna meningkatkan efisiensi penggunaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

menata kembali kebijakan harga jual eceran dan

pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Presiden tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen

Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan

Lembaran ...

7

a bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5069);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4746);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

’W ~ 8. Peraturan ...




Menetapkan :

PRESIDEN
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang

Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar
Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG HARGA JUAL ECERAN
DAN KONSUMEN PENGGUNA JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya
disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang
berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau
bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari
Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan
Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain
dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga,

volume, dan konsumen tertentu.

Terminal BBM/Depot/Penyalur adalah  tempat

penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau

W dikuasai ...
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dikuasai PT Pertamina (Persero) dan/atau badan
usaha lainnya yang mendapat penugasan Penyediaan

dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu.

3. Badan Pengatur adalah badan pengatur sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

4. Usaha Mikro adalah Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 2

Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene),
Bensin (Gasoline) RON 88 dan Minyak Solar (Gas Oil) atau
dengan nama lain yang sejenis dengan standar dan mutu
(spesifikasi) yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral.

Pasal 3

(1) Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 di titik serah, untuk setiap
liter ditetapkan sebagai berikut:

a. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp 2.500,00 (dua
ribu lima ratus rupiah);

b. Bensin (Gasoline) RON 88 sebesar Rp 4.500,00

(empat ribu lima ratus rupiah); dan

c. Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp 4.500,00 (empat

ribu lima ratus rupiah).

%

(2) Harga ...
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Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah termasuk Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).

Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢ sudah
termasuk PPN dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBBKB).

Besaran PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 4

Harga Jual Ece.ran Jenis BBM Tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 hanya berlaku untuk
Konsumen Pengguna pada titik serah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Perubahan rincian Konsumen Pengguna dan titik
serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 5

Penggunaan Jenis BBM Tertentu oleh pengguna
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara bertahap

dilakukan pembatasan.

Pentahapan pembatasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur oleh Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral berdasarkan hasil rapat koordinasi yang

dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang

@ Pasal

Perekonomian.
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Pasal 6

Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, dengan mempertimbangkan
kebijakan energi nasional dan kondisi keuangan
Negara, selanjutnya dapat disesuaikan berupa

kenaikan atau penurunan harga.

Penyesuaian harga jual eceran Jenis BBM Tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan
hasil Sidang Kabinet.

Pasal 7

Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dan/atau campurannya dilarang diangkut

dan/atau diperdagangkan ke luar negeri.

Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang
melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta
penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan
pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri
Keuangan mengatur lebih lanjut ketentuan yang
diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini
sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

7

(2) Badan ...
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Badan Pengatur melakukan pengaturan, pengawasan
dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan
pelaksanaan pendistribusian Jenis BBM Tertentu bagi

konsumen pengguna.

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Badan Pengatur dapat bekerja
sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah

daerah.

Kerja sama dengan pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Menteri

Dalam Negeri.

Penetapan alokasi volume Jenis BBM Tertentu untuk
masing-masing konsumen pengguna Jenis BBM

Tertentu ditetapkan oleh Badan Pengatur.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan
Presiden Nomor S5 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran
Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Februari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN |
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

HARGA JUAL ECERAN DAN KONSUMEN
PENGGUNA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
TERTENTU

RINCIAN KONSUMEN PENGGUNA JENIS BBM TERTENTU

Minyak Rumah Tangga | 1.Untuk Memasak: Terminal

tanah Rumah tangga pada wilayah | BBM/Depot
(Kerosene) yang belum terkonversi LPG.

2.Untuk Penerangan:
Rumah tangga pada wilayah
yang belum dialiri listrik
(distribusi tertutup).

Usaha Mikro Usaha Mikro pada wilayah | Terminal
yang belum terkonversi LPG. | BBM/Depot

Usaha Untuk memasak dan pene- | Terminal
Perikanan rangan di perahu nelayan kecil | BBM/Depot

: pada wilayah yang belum
terkonversi LPG.

Bensin Usaha Mikro Mesin-mesin perkakas 4yang Penyalur
(Gasoline) motor penggeraknya menggu-
RON 88 nakan Bensin (Gasoline) RON

88 untuk keperluan usaha
mikro. Pembelian dilakukan
dengan verifikasi dan surat
rekomendasi dari Kepala
Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kabupaten/
Kota yang membidangi usaha
Mikro.

Bensin ..
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Bens -
(Gasoline)
RON 88

Usaha
Perikanan

tempel.

Pembudi Daya Ikan Skala
Kecil (kincir) dengan verifi-
kasi dan surat rekomendasi
dari Kepala SKPD Kabupa-
ten/Kota yang membidangi
perikanan.

2.

1. Nelayan Kecil dengan motor

1 Penyaiﬁ; ‘

Usaha
Pertanian

Petani/kelompok tani/Usaha
Pelayanan Jasa Alat (UPJA)
Mesin Pertanian yang melaku-
kan wusaha tani tanaman
pangan, holtikultura, perke-
bunan dengan luas maksimal
2 Ha dan peternakan dengan
menggunakan mesin perta-
nian dengan verifikasi dan
rekomendasi dari Lurah/
Kepala Desa/Kepala SKPD
Kabupaten/Kota yang membi-
dangi Pertanian.

Penyalur )

Transportasi

1. Kendaraan bermotor milik
instansi pemerintah/
swasta.

. Kendaraan bermotor pribadi
roda empat.

. Sepeda motor.

. Transportasi darat untuk
kendaraan bermotor umum
roda tiga atau lebih, dan
menggunakan pelat kuning.
.Semua jenis ambulance,
mobil jenazah, dan mobil
pemadam kebakaran.

. Transportasi air yang
menggunakan motor tempel
dan diusahakan oleh Warga
Negara  Indonesia atau
Badan Hukum Indonesia
yang digunakan untuk
angkutan umum/perseo-
rangan di sungai, danau,
dan penyeberangan.

Penyalur

Pelayanan
Umum

Krematorium dan  tempat
ibadah untuk proses pemba-
karan dan/atau penerangan
dengan verifikasi dan surat
rekomendasi dari Kepala
SKPD Kabupaten/Kota yang
membidanginya.

Penyalur

77

Minyak ...
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Minyak Usaha Mikro Mesin-mesin perkakas yang | Penyalur
Solar (Gas motor penggeraknya menggu-
oi}) nakan Minyak Solar untuk
keperluan usaha mikro.
Pembelian dilakukan dengan
verifikasi dan surat rekomen-
dasi dari Kepala SKPD
Kabupaten/Kota yang membi-

dangi Usaha Mikro.
Usaha 1. Nelayan yang menggunakan | Penyalur
Perikanan kapal ikan Indonesia yang

terdaftar di SKPD Provinsi/
Kabupaten/Kota yang mem-
bidangi Perikanan dengan
ukuran maksimum 30 GT
dengan verifikasi dan surat
rekomendasi dari Pelabuhan
Perikanan atau Kepala SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota
yang membidangi Perikanan
sesuai dengan kewenangan-
nya masing-masing.

2. Pembudi Daya Ikan Skala
Kecil (kincir) dengan verifi-
kasi dan surat rekomendasi
dari SKPD Kabupaten/Kota
yang membidangi perikanan.

Usaha Petani/kelompok tani/UPJA | Penyalur
Pertanian Mesin Pertanian yang melaku-
kan wusaha tani tanaman
pangan, holtikultura, perke-
bunan dengan luas maksimal
2 Ha, dan peternakan dengan
menggunakan mesin pertanian
dengan verifikasi dan rekomen-
dasi dari Lurah/Kepala Desa/
Kepala SKPD Kabupaten/ Kota
yang membidangi pertanian.

@ "~ Minyak ...
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Minyak Transportasi 1. Kendaraan bermotor milik | Penyalur
Solar (Gas instansi pemerintah/
oiy swasta.

2. Kendaraan bermotor milik
pribadi.
3. Sarana transportasi darat

berupa kendaraan bermotor
umum.

4. Semua jenis ambulance,
mobil jenazah, dan mobil
pemadam kebakaran.

5. Sarana transportasi laut
berupa kapal berbendera
Indonesia dengan trayek
dalam negeri berupa angku-
tan umum penumpang.

6. Sarana transportasi ang-
kutan umum berupa kapal
berbendera Indonesia
untuk angkutan sungai,
danau dan penyeberangan.

7. Sarana transportasi angku-
tan umum barang berupa
kapal berbendera Indonesia
berdasarkan kuota yang
ditetapkan oleh Badan
Pengatur dan penggunaan-
nya diatur oleh Kemente-
rian Perhubungan.

8. Sarana transportasi ang-
kutan umum berupa kapal
pelayaran rakyat/perintis.

9. Sarana transportasi darat | Terminal
berupa kereta api umum | BBM/Depot
penumpang dan Dbarang|.
berdasarkan kuota yang
ditetapkan oleh Badan

Pengatur.
Pelayanan 1. Krematorium dan tempat | Terminal
Umum ibadah untuk proses pem- | BBM/Depot

bakaran dan/atau pene- | dan
rangan dengan verifikasi | Penyalur
dan surat rekomendasi dari
Kepala SKPD Kabupaten/
Kota yang membidanginya.

@ Minyak ...
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Solar {(Gas | Umum

Minyak Pelayanan 2.

Panti asuhan dan panti
jompo untuk penerangan
dengan verifikasi dan surat
rekomendasi dari SKPD
Kabupaten/Kota yvang
membidanginya.

. Rumah sakit tipe C dan

tipe D, dan puskesmas
untuk penerangan dengan

verifikasi dan surat
rekomendasi dari SKPD
Kabupaten/Kota yang
membidanginya.

Terminal
BBM/Depot
dan Penyalur

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

...........
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B,
Reétse=Ped)i Budi Astuti




UNDANG - UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945
Lengkapi: Amandemen

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan.

Dan perjuangn pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang
kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rachmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur,
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
kemerdekaanya.

Kemudian daripadaitu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang
melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memaj ukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah kemerdekaan K ebangsaan Indonesiaitu dalam suatu Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia yang berkedaul atan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan
yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu keadilan sosia bagi seluruh rakyat Indonesia

BAB | BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasd 1

1. Negaralndonesiaialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
2. Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Madjelis
Permusjawaratan rakyat.

BAB II. MADJELISPERMUSIAWARATAN RAKYAT
Pasal 2

1. Madjelis Permusjawaratan rakyat terdiri atas anggauta-anggauta Dewan Perwakilan
rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan,
menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

2. Madjdis Permusjawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam limatahun di ibu-
kota Negara.

3. Segdaputusan Madjelis Permus awaratan rakyat ditetapkan dengan suarayang
terbanyak.



Pasal 3

Madjelis Permusjawaratan rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar
daripada haluan Negara.

BAB I11. KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA
Pasal 4

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar.
2. Dalam melakukan kewadjibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

—oweponaeidles caloes
2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk mendyal ankn undang-undang
sebagai mana mestinya.

Per ubahan Pasal 5

1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.

Pasal 6
1. Presidenialah orang Indonesiaadli.

2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Madjelis Permusjawaratan rakyat dengan
suara yang terbanyak.

Perubahan Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya
dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 8

Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa
jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa waktunya.

Pasal 9




Perubahan Pasal 9

1. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden ber sumpah
menur ut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis
Permusyawar atan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :
Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

"Demi Allah, saja ber sumpah akan memenuhi kewajiban Presiden
Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia)

dengan sebaik-baiknja dan seadil-adilnja, memegang teguh
Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang
dan peraturannya dengan selur us-lurusnya serta ber bakti
kepada Nusa dan Bangsa."

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

" Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi
kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden
Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknja dan seadil-adilnja,
memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala
undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya

sert berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

2. JikaMajelis Permusyawar atan Rakyat atau Dewan Perwakilian Rakyat tidak
dapat mengadakan Sidang, Presiden dan Wakil Presiden ber sumpah menur ut
agama, atau berjanji dengan sugguh-sungguh di hadapan pimpinan M ajelis
Permusyawar atan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan
angkatan udara.

Pasal 11

Presiden dengan persetudjuan Dewan Perwakilan rakyat menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perdyandjian dengan Negaralain.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahgja. Sjarat-sjarat dan akibatnya keadaan bahaja ditetapkan
dengan undang-undang.



Pasal 13

Presiden mengangkat duta dan konsul.
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Perubahan Pasal 13

2. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memper hatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat.

3. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memper hatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

Perubahan Pasal 14

1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memper hatikan pertimbangan
Mahkamah Agung.

2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memper hatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat

Perubahan Pasal 15

Presiden memberi gelar tanda jasa, dan lain-lain tanda kehor matan yang diatur dengan
undang-undang.

BAB IV. DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Pasal 16

1. Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang
2. Dewanini berkewadjiban memberi dyawab atas pertanyaan Presiden dan berhak
memajukan usul kepada Pemerintah.

BAB V. KEMENTERIAN NEGARA
Pasal 17

Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negar

wN PR

Perubahan Pasal 17

Menteri-menteri itu diangkat dan diber hentikan oleh Presiden.
Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

wnN



BAB VI. PEMERINTAH DAERAH
Pasal 18

Perubahan Pasal 18

. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daer ah-daer ah provins dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daer ah, yang diatur dengan
undang-undang.

. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengur us sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.

. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daer ah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan
umum.

. Gubernur, Bupati, and Walikota masing-masing sebagai kepala pemrintah
daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokr atis.

. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah
Pusat.

. Pemerintahan daerah ber hak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

. Susunan dan tata cara penyelenggar aan pemerintahan daer ah diatur dalam
undang-undang.

Pasal 18A

. Hubungan wewenang antar a pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
provins, kebupaten, dan kota, atau antara provins dan kabupaten dan kota,
diatur dengan undang-undang dengan memper hatikan kekhususan dan
keragaman daer ah.

. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur
dan dilaksanakan secara adil dan selar as ber dasar kan undang-undang.

Pasal 18B

. Negara mengakui dan menghor mati satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

. Negara mengakui dan menghor mati kesatuan-kesatuan masyar akat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

per kembangan masyar akat dan prinsip Negara K esatuan Republik Indonesia,
yang diatur damam undang-undang.



BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 19
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Perubahan Pasal 19

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
Dewan Perwakilan Rakyat ber sdang sedikitnya sekaili dalam setahun.

Pasal 20

N

Perubahan Pasal 20

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan
Presiden untuk mendapat per setujuan ber sasma.Jika rancangan undang-undang
itu tidak mendapat per setujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak
boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui ber sama
untuk menjadi undang-undang.

Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui ber sama ter sebut
tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan
undang-undang ter sebut disetujui, rancangan undang-undang ter sebut sah
menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 20A

Dewan Perwakilian Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungs anggaran, dan fungsi
pengawasan.

Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain
Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak
interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap
anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan,
menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

K etentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota
Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasal 21




Perubahan Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengaj ukan usul rancangan undang-
undang.

Pasal 22

1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan
pemerintah sebagal pengganti undang-undang.

2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetudjuan Dewan Perwakilan rakyat
dalam persidangan yang berikut.

3. Djikatidak mendapat persetudjuan, maka peraturan pemerintah itu harus ditjabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan
undang-undang.

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diber hentikan dari jabatannya, yang syar at-
syarat dan tata cara caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIII. HAL KEUANGAN
Pasal 23

1. Anggaran pendapatan dan belandya ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-
undang. Apabila Dewan Perwakilan rakyat tidak menjetudjui anggaran yang
diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah mendyal ankan anggaran tahun yang lalu.
Segala padyak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang.

Matjam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Hal keuangan negara selandjutnya diatur dengan undang-undang.

Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan
Pemeriksa K euangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasll
pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.

S A

BAB I X. KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 24

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan
kehakiman menurut undang-undang.
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 25



Sjarat-garat untuk mendyadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan
undang-undang.

BAB I XA WILAYAH NEGARA
Pasal 25A

Negara Kesatuan Republik I ndonesia adalah sebuah negar a kepulauan yang berciri
Nusantar a dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan
undang-undang.

BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
Perubahan Pasal 26

1. Yang menjadi warga negar a ialah orang-orang bangsa ndonesia asli dan or ang-
orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai war ga negar a.

2. Penduduk ialah waraga negara I ndonesia dan orang asing yang ber tempat
tinggal di Indonesia.

3. Hal-hal mengenai war ga negar a dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Pasal 27

1. Segalawarga negarabersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan
wadjib mendjundjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada ketjualinya.

2. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerdyaan dan penghidupan yang lgjak bagi
kemanusiaan.

Perubahan Pasal 27

3. Setiap warga negar a berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengel uarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan
sebagai nya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA HAK ASASI MANUSIA
Pasal 28A

Setiap orang ber hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya.



Pasal 28B

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
per kawinan yang sah.

2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasar nya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesegjahteraan uman manusia.

2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
secar a kolektif untuk membangun masyar akat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang
adil dan layak dalam hubungan kerja.

3. Setiap warga negar a ber hak memper oleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan.

Pasal 28E

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajar an, memilih pekerjaan, memilih kewar ganegar aan,
memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkanya, serta ber hak
kembali.

2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini keper cayaan, menyatakan pikiran
dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

3. Setiap orang berhak atas kebebasan ber serikat, ber kumpul, dan mengeluar kan
pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memper oleh infor masi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memper oleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi denggan
menggunakan segala jenis saluran yang ter sedia.

Pasal 28G

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehor matan, martabat,
dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atasrasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.



Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan
derajat martabat menusia dan berhak memper oleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.

2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memper oleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai per samaan
dan keadilan.

3. Setiap orang berhak atasjaminan sosial yang memungkinkan pengembangan
dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabai.

4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik ter sebut tidak
boleh diambil alih secara sewenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apa pun.

2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang ber sifat diskriminatif atas dasar
apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan ter hadap perlakuan yang
bersifat diskriminatif itu.

3. ldentitas budaya dan hak masyarakat dihor mati selaras dengan perkembangan
zaman dan peradaban.

4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah
tanggun jawab negar a, ter utama pemerintah.

5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip
negara hukum yang demokar atis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,
diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

1. Setiap orang wajib menghor mati hak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan ber masyar akat, ber bangsa dan ber negar a.

2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud
sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghor matan atas hak dan
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam
suatu masyar akat demokar atis.

BAB XI. AGAMA
Pasal 29

1. Negaraberdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.



2. Negara mendyamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepertjgjaannyaitu.

BAB XII. PERTAHANAN NEGARA
Pasal 30

Perubahan Pasal 30

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan
dan keamanan negar a.

2. Usaha pertahanan dan keamanan negar a dilaksanakan melalui sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Repbulik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat,
segabai kekuatan pendukung.

3. TentaraNasional Indonesiaterdiri atas Angkatan Darat, Angkatan L aut, dan
Angkatan Udar a sebagai alat negar a bertugas memper tahankan, melindungi,
dan memelihar a keutuhan dan kedaulatan negara.

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga
keamanan dan ketertiban masyar akat bertugas melindungi, mengayomi,
melayani masyar akat, serta menegakkan hukum.

BAB XlII1. PENDIDIKAN
Pasal 31

1. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengadyaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim pengadyaran nasional,
yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudajaan nasional Indonesia.

BAB X1V. KESEDYAHTERAAN SOSIAL
Pasal 33

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

2. Tjabang-tjabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hadyat
hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

3. Bumi dan air dan kekgjaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara
dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara



2AE 0L B DAL AL AN
BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU
KEBANGSAAN
Pasal 35
Bendera Negara Indonesiaialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negaraialah Bahasa Indonesia.
Pasal 36A

L ambang Negar a ialah Gar uda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal | ka.
Pasal 36B

L agu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.
Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bender a, Bahasa dan L ambang Negar a, serta lagu
K ebangsaan diatur dengan undang-undang.

Pasal 37

1. Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada djumlah
anggauta Madjelis Permusjawaratan rakyat harus hadir.

2. Putusan diambil dengan persetudjuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada djumlah
anggauta yang hadlir.

ATURAN PERALIHAN
Pasal |

Panitja Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menjelenggarakan kepindahan
pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal |1
Segala badan Negara dan peraturan yang ada masi h langsung berlaku selama belum diadakan
yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal 111

Untuk pertamakali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitja Persigpan Kemerdekaan
Indonesia.



Pasal 1V

Sebelum Madjelis Permusjawaratan rakyat, Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan
Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang ini, segala kekuasaannya
didyalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

ATURAN TAMBAHAN

1. Dalam enam bulan sesudah achirnya peperangan Asia Timur Raja, Presiden Indonesia
mengatur dan menjelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang
dasar ini.

2. Dalam enam bulan sesudah M adjelis Permusjawaratan rakyat dibentuk, Madjdisitu
bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

http://www.geocities,jp/indo_ka/const/uud45 2k.htm diakses Sabtu, 24 Maret 2012




Lampiran VII

No

O oo ~NOO O WN -

PROVINSI

Nanggroe Aceh

Darussalam

Sumatera Utara
Sumatera Bar at

Riau

Kepulauan Riau

Jambi
Bengkulu

Sumatera Selatan
Bangka-Belitung

L ampung

DKI Jakarta

Banten
Jawa Barat

Jawa Tengah
DI Yogyakarta

Realisas BBM Subsidi

PREMIUM
(%)
Kuota Realisasi Over/Under
APBN-P | s.d 30Ags Kuota
sd 2012 APBN-P
30 Ags12 **) 2012
(***)
345,322 354,340 2.6%
937,256 @ 1,053,437 12.4%
443,045 465,609 5.1%
505,483 554,712 9.7%
176,257 210,795 19.6%
277,390 291,295 5.0%
130,304 148,182 13.7%
525,246 551,763 5.0%
186,752 190,132 1.8%
482,495 518,098 7.4%
1,030,123 1,415,496 37.4%
827,173 961,301 16.2%
2,447,765 3,041,732 24.3%
1,766,940 1,977,342 11.9%
307,009 327,528 6.7%

LXVII

SOLAR
(%)

E<timasi K uota Realisas Over/Under Estimas
Tanggal APBN-Psd s.d 30 Ags Kuota Tanggal

HabisKuota 30 Ags12 2012 APBN-P Habis

(**) 2012 Kuota

(***)

19-Dec-12 193,571 196,444 1.5%12-Dec-12
19-Nov-12 659,363 764,423 5.9% 28-Oct-12
16-Dec-12 238,562 266,273 %41.6 8-Nov-12
27-Nov-12 443,925 520,525 %7.3 26-Oct-12
28-Oct-12 126,177 134,175 %6.3 4-Dec-12
12-Dec-12 194,621 216,041 9%41.0 6-Nov-12
17-Nov-12 54,245 64,712 19.3%23-Oct-12
13-Dec-12 403,365 412,734 2.3% 6-Dec-12
19-Dec-12 127,468 140,210 940.0 12-Nov-12
11-Dec-12 309,611 357,852 945.6 1-Nov-12
15-Sep-12 497,472 556,884 11.9% ovAR
7-Nov-12 403,116 477,941 %8.6 21-Oct-12
22-Oct-12 1,193,203 1,344,055 12.6%6-Nov-12
2-Dec-12 1,075,999 1,162,287 8.0% 5-N@v-12
8-Dec-12 79,585 82,990 4.3% De®12



16
17

18

19

20

21

22

23

24
25
26

27

28
29
30
31
32
33

Jawa Timur
Bali

Nusa Tenggara
Barat

Nusa Tenggara
Timur
Kalimantan
Barat
Kalimantan
Tengah
Kalimantan
Selatan
Kalimantan
Timur
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi
Tenggara
Sulawes Selatan
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua

Papua Bar at

2,260,585 2,542,831

445,736
226,505

152,862
288,046
191,119
311,026

378,494

187,206
69,332
192,415

137,280

565,415
55,546
73,546
57,999
137,545
66,443

507,664
236,601

155,521
347,764
212,412
360,713

409,734

198,365
70,931
199,205

150,557

595,995
59,157
75,655
54,274
137,565
65,196

12.5%
13.9%

4.5%

1.7%

20.7%

11.1%

16.0%

8.3%

6.0%
2.3%
3.5%

9.7%

5.4%
6.5%
2.9%
-6.4%
0.0%
-1.9%
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23-Nov-12
13-Nov-12

17-Dec-12
29-Dec-12
26-Oct-12
20-Nov-12
5-Nov-12

1-Dec-12

10-Dec-12
26-Dec-1?2
14-Dec-12

24-Nov-12

12-Dec-12
6-Dec-1Z
11-Dec-12
Cukup
28-Dec-12
Cukup

1,313,693
196,545

101,673
90,300
210,239
119,95
167,855

192,314

91,992
21,049
87,927

70,449

293,829
27,367
45,644
23,546
56,911
26,699

1,422,707
196,839

106,720
91,9€8
227,071
132,931
204,569

213,838

95,6€7
22,970
94,2€2

75,016

300,209
30,045
43,346
24,254
56,584
28,826

8%0.

8.3%27-Nov-12

%0.2  18-Dec-12

5.0%4-Dec-12

1.8% 0-Dex-12

%8.0 17-Nov-12

13-Nov-12

921.9 23-Oct-12

11.2945-Nov-12

4.0% 1-Ddc-12
9.1% N@#412
7.2% 2-N&v-12

6.5% 7-N@v-12
2.2%11-Dec-12

9.8% av-nNe
-5.0% ku@u
3.0% 13-T2ec
-0.6%@26-Dec-12
8.0% 26-Nbv



*) Data yg ditampilkan merupakan data Un-auditedtge30 agustus 2012
*) Data tsb akan mengalami perubahan sesuai reghasan berdasarkan sistem informasi pencatata@armina
*) Perhitungan dalam Kilo Liter (KL)/1KL = 1000 lat

@ 1996 - 2011 PT Pertamina (Persero) Corporate Méebs

http://www.pertamina.com/index.php/detail/read/isgdi-bbm-subsidili akses Senin, 24 September 2012
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Lampiran VIII

Nama
Tempat/Tgl. Lahir
Jenis Kelamin

Alamat Asal

Alamat Tinggal

Email/ Facebook
Nama Orang Tua
Nama Ayah
Nama Ibu
Alamat

Riwayat Pendidikan:

CURRICULUM VITAE

: Nur Rahmawati
: Surakarta, 26 Februari 1990
: Perempuan
: Palugunan Rt 01 Rw 01 Kedung LumbsaiP&liwon

Surakarta 57113

: JI. Nogopuro Gang | Rt 03 Rw 0@wek, Catur tunggal,

Depok, Sleman, Yogyakarta

: ama.cutezzt@yahoo.co.id

: Abdul Hadi, S. Ag
: Siti Muslikhah
: Palugunan Rt 01 Rw 01 Kedung Lumbu Pasiardd

Surakarta 57113

1. TK Islam NDM (Nahdlotul Muslimat) Surakarta
2. SD Islam NDM (Nahdlotul Muslimat) Surakarta
3. SMP AL-Islam 1 Surakarta (lulus tahun 2005)
4. SMA AL-Islam 3 Surakarta (lulus tahun 2008)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008-2012)

Pengalaman Organisasi:
1. TPA Nur Hidayah

o b 0N

Keluarga Alumni Madrasah Al-Islam Surakarta (KAMAS)
Korp Dakwah Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta (KOREKAS
Remaja Islam Masjid (Risma) Al-Qomar

TPA Gabungan (T-Gab)

LXX



	HALAMAN JUDUL
	ABSTRAK
	SURAT PERNYATAAN SKRIPSI
	SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
	HALAMAN PENGESAHAN
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	MOTTO
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Pokok Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teori
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB II TEORI KEADILAN DAN KEMASLAHATAN DALAM HUKUM ISLAM
	A. Teori Keadilan
	B. Kemaslahatan dalam Hukum Islam
	C. Kehujjahan dalam Maslahah dan Mursalah

	BAB III KEBIJAKAN SUBSIDI BBM DI INDONESIA
	A. Pengertian Subsidi
	B. Dasar Pemikiran Adanya Subsidi
	C. Kebijakan Pemerintah Terhadap Subsidi BBM di Indonesia

	BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUBSIDI BBM DALAM UUNO. 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012
	A. Analisis Terhadap Pembatasan Subsidi BBM Jenis BBM dalam UU No. 22Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2012
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Subsidi BBM

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN-LAMPIRAN



